BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR §! TAHUN 90K
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016, maka perlu pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
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13;

14.

15,

16.

17

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
571i7);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
49);

18. Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2015 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2015 Nomor 49);

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

il

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan

masyarakat;

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran
2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan

b. alokasi formula.

Pasal 4
Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.
565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh

ribu rupiah).

Pasal 5
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W =[(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DD — AD)
Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
setiap kabupaten/kota.

z1

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

nasional.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa nasional.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin

Desa nasional.



z4 =

rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten/kota terhadap total Indeks
Kesulitan Geografis kabupaten/kota yang memiliki Desa.

DD pagu Dana Desa kabupaten/kota.

AD =

besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam
kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah ke Rekening Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam
APBDesa.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
PENJA

22 Desember .07
T BUPATI KLATEN,

JAKA 7(WA“L‘D1
Diundangkan di Klaten

pad ggal 23 Desember 3exs
/:éljgm

IS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAK?AWALﬁI '
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BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMORA4$% §o3/ 4z





